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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1.        Latar belakang pemikiran dibentuknya Lembaga Hakim Pemeriksaan 

Pendahuluan adalah pengaruh perkembangan zaman, serta diratifikasinya 

ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) oleh 

Indonesia, maka perlindungan terhadap hak asasi warga negara (dalam hal 

ini tersangka/terdakwa) menjadi prioritas utama negara dalam upaya 

menegakan hukumnya melalui aparat penegak hukum. Mengingat fungsi 

fundamental dari Hukum Acara Pidana itu sendiri yaitu mencari kebenaran 

materiil, maka dirasa Hakim Pemeriksaan Pendahuluan sebagai suatu 

lembaga baru yang dimunculkan dalam RUU KUHAP merupakan suatu 

terobosan baru untuk menjaga Due Process of Law agar tetap mampu 

berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini juga diharapkan nantinya tidak 

terjadi orang yang tidak bersalah tapi dijatuhi pidana dengan tidak 

mengesampingkan kepentingan korban. 

2.        Masuknya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan sebagai suatu lembaga 

yang baru dalam RUU KUHAP tentunya memiliki tantangan dan harapan 

tersendiri bagi pemerintah sebelum nantinya Hakim Pemeriksaan 

Pendahuluan dapat berjalan secara efektif. Sedikitnya ada 4 (empat) 

tantangan dan harapan dari akan dibentuknya Hakim Pemeriksaan 

Pendahuluan dalam RUU KUHAP, diantaranya : 1) Mengenai keberadaan 

Hakim Pemeriksaan Pendahuluan terhadap keadaan geografis Indonesia 
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yang berbentuk kepulauan; 2) Mengenai mekanisme pengangkatan dan 

pemberhentian Hakim Pemeriksaan Pendahuluan nantinya; 3) Mengenai 

pemenuhan hak-hak hakim sebagai pejabat negara yang nantinya diangkat 

menjadi Hakim Pemeriksaan Pendahuluan; serta 4) Terhadap putusan dan 

upaya hukum yang dapat dilakukan nantinya. 

B. Saran 

1.        Memperhatikan berbagai aspek yang mendasari terbentuknya Hakim 

Pemeriksaan Pendahuluan dalam Pembaharuan KUHAP mendatang dimana 

RUU KUHAP menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai 

prioritas utama dalam penegakkan hukum, tentu harus terus mendapat 

dukungan dari berbagai pihak demi terciptanya suatu proses hukum yang 

baik, benar dan adil. Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam RUU KUHAP 

merupakan suatu terobosan yang baru dalam penegakan hukum, khususnya 

dalam ranah hukum pidana.  

2.        Hakim Pemeriksaan Pendahuluan yang nantinya akan diberlakukan 

secara efektif dalam KUHAP versi baru tentunya butuh banyak perhatian. 

Terutama mengenai kesiapan dari Pemerintah itu sendiri. Tantangan dari 

lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan baik dalam hal pemenuhan akan 

hak-hak Hakim Pemeriksaan Pendahuluan, aspek geografis Indonesia, serta 

jumlah anggaran negara yang akan meningkat lagi apabila Lembaga Hakim 

Pemeriksaan Pendahuluan benar-benar berlaku. Maka dari itu Pemerintah 

harus mempersiapkan secara matang sebelum Hakim Pemeriksaan 

Pendahuluan nantinya bisa berjalan dengan efektif. 
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